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Abstract  

The increase in greenhouse gases (GHGs) has changed the climate and environment. Disclosure of carbon 

emissions plays an important role in driving the transition to a low-carbon economy. The purpose of this study is 

to highlight the importance of carbon emissions disclosure in Indonesia as one of the efforts to reduce carbon 

footprints. The research method used is qualitative, through a literature review. The data in this research is 

information from previous research, best practices from various countries, and other literature studies. The data 

was then scrutinized through thematic analysis and triangulation. The results of this study found that carbon 

emissions disclosure can encourage behavior change and increase public awareness of climate change and carbon 

emissions. Disclosure of carbon emissions also has a positive impact on reducing the carbon footprint, as well as 

a positive impact on corporate reputation. Unlike some countries that have implemented mandatory carbon 

disclosure, Indonesia currently does not require disclosure of carbon emissions, and disclosure is still voluntary. 

The voluntary nature of carbon emission disclosure also causes the level of disclosure to remain low, as it indicates 

that the level of awareness of carbon emission issues among corporate business entities is still limited. The 

government, through The Financial Services Authority is expected to develop stronger regulations on mandatory 

carbon disclosure to increase the level of carbon emission disclosure in Indonesia. 
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Abstrak  

Peningkatan gas rumah kaca (GRK) telah mengubah iklim dan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon memainkan 

peran penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menyoroti pentingnya pengungkapan emisi karbon di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jejak 

karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui literatur review. Data dalam penelitian ini 

adalah informasi dari penelitian terdahulu, penerapan best practices kebijakan carbon disclosure di berbagai negara, 

dan studi literatur lainnya. Data kemudian dikumpulkan dan dianalisis melalui thematic analysis dan dilakukan 

triangulasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat mendorong perubahan 

perilaku dan meningkatkan kesadaran kesadaran publik tentang perubahan iklim dan emisi karbon. Pengungkapan 

emisi karbon juga berdampak positif terhadap pengurangan jejak karbon, serta berdampak positif pada reputasi 

perusahaan. Berbeda dengan beberapa negara yang telah menerapkan mandatory carbon disclosure, Indonesia saat 

ini belum mewajibkan pengungkapan emisi karbon dan pengungkapan masih besifat voluntary. Sifat pengungkapan 

emisi karbon yang masih sukarela tersebut juga menyebabkan tingkat pengungkapan karbon masih rendah karena 

menandakan bahwa tingkat kesadaran mengenai isu emisi karbon di antara entitas bisnis perusahaan masih terbatas. 

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menyusun penguatan regulasi mengenai 

pengungkapan emisi karbon yang bersifat wajib untuk dapat meningkatkan tingkat pengungkapan emisi karbon di 

Indonesia. 

Kata Kunci : Gas rumah kaca, Pengungkapan karbon, Peraturan 

  

PENDAHULUAN  

Perubahan iklim merupakan salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi planet 

bumi saat ini. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam iklim bumi, 

termasuk perubahan suhu, curah hujan, dan pola cuaca, yang telah diamati selama satu abad 

terakhir dan diproyeksikan akan berlanjut ke masa depan (Letcher, 2016). Penyebab utama 

perubahan iklim adalah peningkatan gas rumah kaca (GRK), seperti karbon dioksida, metana, 

dan dinitrogen oksida, di atmosfer bumi. Gas-gas ini menjebak panas dari matahari dan 

mencegahnya keluar kembali ke luar angkasa, yang menyebabkan pemanasan planet ini. 

Pemanasan ini memiliki berbagai dampak, termasuk naiknya permukaan laut, kejadian cuaca 

yang lebih sering dan parah, serta perubahan ekosistem dan pertanian (Alvi et al., 2021). 
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Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi, karena 

mempengaruhi kesehatan manusia, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi (Alvi et al., 

2021; Mendelsohn et al., 1996).  

Sorotan besar diarahkan kepada kegiatan industri global yang membuang emisi gas 

rumah kaca sebagai dampak dari proses bisnis utamanya terutama yang menyangkut (1) energi, 

(2) manufaktur atau pengolahan bahan baku, dan (3) utilitas (Luo & Tang, 2014). Berbagai 

jenis industri tersebut beserta perusahaan di dalamnya berkontribusi besar terhadap emisi gas 

rumah kaca melalui berbagai aktivitas dan prosesnya sejak awal hingga akhir. Emisi gas rumah 

kaca merupakan hasil dari fase produksi, distribusi, pengguna akhir, dan pengelolaan limbah 

dalam operasi industri perusahaan-perusahaan tersebut (Jusoh & Hashim, 2018). Perusahaan 

energi, khususnya yang bergerak di industri minyak dan gas, merupakan kontributor utama 

emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas 

dua pertiga emisi gas rumah kaca industri global selama dua abad terakhir. Emisi yang 

dihasilkan oleh produk dan proses mereka telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di 

atmosfer secara signifikan (Grasso, 2019). Selain energi, perusahaan manufaktur juga 

berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim baik melalui 

proses produksi maupun konsumsi energi mereka (Tunji-Olayeni et al., 2021). Industri 

manufaktur bertanggung jawab atas sekitar sepertiga permintaan energi global, yang 

mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer (Woolley et al., 

2016). Produksi dan penggunaan energi di bidang manufaktur menyumbang sekitar 60% emisi 

GRK global (Panagiotopoulou et al., 2022). Emisi ini terutama disebabkan oleh ketergantungan 

pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Selain itu, proses manufaktur dan 

infrastruktur berkontribusi terhadap emisi GRK melalui pelepasan karbon dioksida dan gas 

rumah kaca lainnya. Di samping kegiatan produksi energi dan pengolahan barang dalam 

manufaktur, sektor utilitas juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan 

iklim. Perusahaan sektor utilitas, sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya, juga 

mengonsumsi bahan bakar fosil, menggunakan bahan kimia, dan membuang limbah mereka 

(Pramita et al., 2023). Selain dari hal-hal yang bersifat umum tersebut, rantai pasokan 

perusahaan utilitas yang sudah “mendarah daging” juga berkontribusi terhadap sebagian besar 

emisi dan menekan segala upaya dekarbonisasi (Nielsen et al., 2018). Banyaknya jumlah 

pemasok utilitas global menyulitkan kampanye pengurangan emisi karena jelas akan 

menghasilkan disrupsi di seluruh rantai pasokan sektor utilitas tersebut (Montoya & Zimmer, 

2017). Propaganda bahkan dilakukan pula oleh perusahaan utilitas dengan mempromosikan 

“climate denial” sehingga menyulitkan Tindakan pengurangan polusi (Williams et al., 2022). 

Tindakan perusahan utilitas ini bahkan disertai pendanaan terhadap kelompok-kelompok 

tertentu untuk menyebarkan misinformasi dan keraguan terkait ada tidaknya perubahan iklim 

sehingga justru mendorong untuk dilakukannya “penundaan” tindakan terhadap perubahan 

iklim (Eckerman et al., 2023). Berdasarkan berbagai hal tersebut, suatu tindakan yang decisive 

diperlukan untuk mendorong atau bahkan menekan industri dan perusahaan dalam mengurangi 

emisi gas rumah kacanya. 

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim 

sekaligus diterapkan terhadap perusahaan dan industri yang berkontribusi signifikan terhadap 

kenaikan emisi gas rumah kaca adalah mendorong pengungkapan karbon (carbon disclosure). 

Pengungkapan karbon adalah praktik perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan 

informasi tentang emisi karbon mereka dan dampak lingkungan lainnya. Carbon disclosure 

menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya kekhawatiran 

tentang perubahan iklim (Huang et al., 2023). Pengungkapan karbon memainkan peran penting 

dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan emisi karbon 

dan dampak lingkungan. Carbon disclosure membantu perusahaan dan pemangku kepentingan 
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membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengambil tindakan untuk mengurangi 

perubahan iklim  (Hu & Zhang, 2022). 

Masalah lainnya muncul dan mendasari dilakukannya penelitian ini. Masih banyak 

perusahaan yang belum mengungkapkan informasi emisi karbon mereka, baik yang terdaftar di 

bursa maupun milik swasta, baik global maupun perusahaan di Indonesia. Kurangnya 

pengungkapan informasi ini yang menjadi kekhawatiran mengingat emisi gas rumah kaca yang 

semakin meningkatkan pemanasan global (Bolton et al., 2021). Saat ini, pengungkapan 

informasi karbon masih bersifat sukarela, sehingga menyebabkan standar dan konten 

pengungkapan emisi karbon tidak konsisten (Zhang, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Shi 

(2022) menemukan bahwa bahwa masih sedikit perusahaan tercatat di Tiongkok yang 

melakukan pengungkapan informasi karbon. Penelitian yang dilakukan Kiswanto et al. (2023) 

menemukan bahwa pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang Indonesia tergolong 

rendah, dengan rata-rata pengungkapan sebesar 7-8 item dari 18 item yang wajib diungkapkan 

dalam lapora. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sudjono & Setiawan (2022) berfokus pada 

perusahaan sektor batubara dan menemukan bahwa 34,62% perusahaan tersebut belum 

mengungkapkan emisi karbonnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Guo & Pan (2022) 

menyatakan bahwa tingkat keterbukaan informasi karbon masih rendah dan kemauan untuk 

mengungkapkan informasi tentang emisi karbon secara sukarela masih kurang. Maharani & 

Rozzaid (2022) menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat 

sukarela. 

Kondisi yang dijelaskan melalui berbagai penelitian tersebut mendorong untuk 

dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya 

pengungkapan emisi karbon di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jejak 

karbon. Pengungkapan karbon memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk investor, 

pelanggan, dan masyarakat umum, untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan mengetahui 

jejak karbon perusahaan dan komitmennya untuk mengurangi emisi, pemangku kepentingan 

dapat menilai dampak lingkungan dari investasi atau keputusan pembelian mereka. 

Transparansi ini mempromosikan akuntabilitas dan mendorong perusahaan untuk bertanggung 

jawab atas emisi karbon mereka (Shen et al., 2020; Upadhyay, 2022). Pengungkapan karbon 

juga penting jika dilihat dari semangat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan 

mengungkapkan emisi mereka kepada publik, perusahaan dapat membandingkan kinerja 

mereka dengan rekan industri dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Hal ini memupuk 

persaingan yang sehat dan memberi insentif kepada perusahaan untuk mengadopsi praktik yang 

lebih berkelanjutan.  

Pengungkapan karbon membantu perusahaan mengelola risiko dan memanfaatkan 

peluang. Saat dunia beralih ke masa depan rendah karbon, perusahaan yang gagal mengatasi 

emisi karbon mereka dapat menghadapi kerusakan reputasi, sanksi peraturan, dan peningkatan 

biaya operasional. Di sisi lain, perusahaan yang secara proaktif mengungkapkan emisi mereka 

dan menerapkan tindakan pengurangan karbon dapat meningkatkan reputasi merek mereka, 

menarik pelanggan yang sadar lingkungan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar 

(Hossain & Farooque, 2019; Liesen et al., 2017; Najah, 2012). Selain itu, pengungkapan karbon 

sangat penting untuk mencapai tujuan iklim global. Perjanjian Paris, perjanjian internasional 

penting, bertujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat 

pra-industri. Untuk mencapai hal ini, sangat penting bagi perusahaan untuk secara akurat 

mengukur dan mengungkapkan emisi mereka, serta menetapkan target pengurangan yang 

ambisius. Pengungkapan karbon memungkinkan pelacakan kemajuan menuju tujuan ini dan 

memfasilitasi kolaborasi internasional dalam mengatasi perubahan iklim (Hahn et al., 2015; 

Liesen et al., 2017; Liu & Yang, 2016; Toukabri & Youssef, 2022). 
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Penelitian ini berusaha mengekplorasi praktik kebijakan pengungkapan karbon yang 

dilakukan di berbagai negara dan kemungkinan penerapannya di Indonesia yang masih jarang 

diulas dalam penelitian selanjutnya. Melalui tinjauan literatur berbagai implementasi kebijakan 

carbon disclosure di dunia, akan disimpulkan alasan yang kuat untuk menerapkan kebijakan 

carbon disclosure di Indonesia beserta dengan manfaat-manfaat yang akan diperoleh bagi 

perusahaan-perusahaan yang melakukan pengungkapan karbon. Penelitian ini juga akan 

menjelaskan kelemahan dari pengungkapan karbon yang bersifat sukarela serta bagaimana 

pengungkapan karbon sulit dilakukan sebagai akibat belum adanya standardisasi yang 

diberlakukan. 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyediakan literatur dalam akuntansi 

keberlanjutan yang berkaitan dengan pengungkapan karbon bagi perusahaan di Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat diharapkan sebagai dasar elaborasi untuk penelitian 

selanjutnya atas pengungkapan karbon khususnya dengan menggunakan data perusahaan di 

Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi konsiderasi bagi instansi pemerintahan yang 

berkaitan dengan lingkungan dan iklim seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

maupun instansi atau Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan industri dan perusahaan di 

Indonesia Seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, 

Bursa Efek Indonesia dalam membuat kebijakan yang saling sinergis untuk mendorong 

pengurangan gas emisi rumah kaca. Pengungkapan karbon juga memberikan data berharga bagi 

pembuat kebijakan dan peneliti untuk mengembangkan strategi mitigasi perubahan iklim yang 

efektif (Hu & Zhang, 2022; Lahyani, 2022; Noor & Ginting, 2022; Oktay et al., 2021; Pinheiro, 

de Albuquerque Ribeiro, et al., 2021; Shaw & Donovan, 2019).  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang suhu rata-rata dan pola cuaca 

bumi, yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer 

(Barros & Pinheiro, 2020; Nyadzi, 2021). Gas rumah kaca (GRK) antara lain terdiri dari karbon 

dioksida (CO2), metana (CH4), dinitrogen monoksida (N2O), sulfur heksafluorida (SF6), 

hidrofluorokarbon (HFCs), dan perfluorokarbon (PFCs) (Webster et al., 2002). Gas-gas ini 

menahan panas dari dalam bumi dan menyebabkan suhu bumi meningkat, menyebabkan 

berbagai dampak seperti perubahan pola cuaca yang ekstrem, naiknya permukaan air laut, 

penurunan keanekaragaman hayati, dan mencairnya gletser (Nyadzi, 2021). Perubahan iklim 

merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan banyak faktor, termasuk variabilitas alam 

dan aktivitas manusia (Joseph, 2019). Fenomena ini disebabkan antara lain oleh pembakaran 

bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan kegiatan agrikultur (Barros & Pinheiro, 2020; 

Kangas, 2019). 

Berbagai pertemuan duniapun telah digelar untuk menanggulangi dampak perubahan 

iklim (Held & Roger, 2018).  Dimulai dengan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau yang sering 

disebut ”Rio Earth Summit” yang digelar oleh UNCED pada tahun 1992 (Biswas, 2004). 

Konferensi tersebut bertujuan untuk membahas saling ketergantungan antara perlindungan 

lingkungan dan pembangunan ekonomi di era globalisasi (Hecht & Cockburn, 1992). 

Kemudian dilanjutkan dengan Kyoto Protocol pada tahun 1997 yang mewajibkan negara-

negara industri dan ekonomi dalam transisi untuk membatasi dan mengurangi emisi GRK 

sesuai dengan target individu yang disepakati, serta menargetkan emisi GRK pada tahun 2008-

2012 setidaknya berkurang 5% dari emisi pada tahun 1990 (He et al., 2022). Protokol Kyoto 

juga  memperkenalkan pasar karbon (carbon market) sebagai mekanisme berbasis pasar untuk 

mengurangi atau membatasi emisi GRK (He et al., 2022). Tahun 2013 sempat dilaksanakan 

Doha Amandement atas Protokol Kyoto. Pada tahun 2015, UNFCCC melaksanakan perjanjian 

internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim, yakni Paris Agreement. 
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Tujuannya adalah untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global agar tetap di bawah 2°C di 

atas tingkat pra-industri dan berupaya membatasi peningkatan suhu berada di bawah 1,5°C di 

atas tingkat pra-industri (Agreement, 2015). Selain dengan beragam konferensi, Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mempekenalkan Sustainable Development Goals 

(SDGs) pada September 2015 yang memberikan kerangka global yang komprehensif mengenai 

isu-isu keberlanjutan yang saling terkait untuk dapat diterapkan di negara-negara (Allen et al., 

2018). Selain itu, salah satu elemen dari pengungkapan keberlanjutan adalah pengungkapan 

karbon. 

Pengungkapan karbon atau carbon disclosure mengacu pada praktik perusahaan yang 

melaporkan emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya (Bazhair et al., 2022). Pengungkapan 

ini mencakup informasi tentang jumlah emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, dan metrik 

terkait keberlanjutan lainnya. Carbon disclosure menjadi semakin penting seiring 

meningkatnya perhatian publik terhadap perubahan iklim, dan investor serta pemangku 

kepentingan lainnya mencari lebih banyak informasi tentang kinerja lingkungan perusahaan 

(Shao & He, 2022). Penelitian telah menunjukkan bahwa pengungkapan karbon dapat memiliki 

efek positif dan negatif terhadap kinerja keuangan. Sebuah studi menemukan bahwa 

pengungkapan karbon secara positif mempengaruhi kinerja karbon, konsisten dengan teori 

pensinyalan, tetapi dapat secara negatif (positif) mempengaruhi kinerja keuangan dalam jangka 

pendek (jangka panjang) (Siddique et al., 2021). Studi lain menemukan bahwa tekanan 

legitimasi media sosial secara signifikan meningkatkan pengungkapan karbon perusahaan, 

tetapi hubungan positif ini dilemahkan oleh langkah-langkah pengelolaan karbon internal 

perusahaan yang substantif (Shao & He, 2022). 

Tujuan carbon disclosure adalah untuk memberikan informasi tentang emisi karbon 

perusahaan dan dampak lingkungan lainnya kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, 

pelanggan, dan masyarakat. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kinerja lingkungan 

perusahaan dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut untuk investasi, pembelian, 

dan tindakan lainnya. Pengungkapan karbon juga dapat membantu perusahaan menunjukkan 

komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan mematuhi peraturan terkait emisi karbon. 

Kualitas pengungkapan karbon dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai budaya dan 

konteks kelembagaan, dan penting untuk memahami faktor-faktor ini saat mengevaluasi 

keefektifan praktik pengungkapan (Bazhair et al., 2022; Perkins et al., 2022; Pinheiro, Arruda, 

et al., 2022; Pinheiro, Sampaio, et al., 2022). 

Salah satu perangkat yang membantu mewujudkan carbon disclosure adalah Carbon 

Disclosure Project (CDP). CDP adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk mendorong 

perusahaan dan pemerintah untuk mengungkapkan dampak lingkungan mereka dan mengambil 

tindakan untuk menguranginya. Organisasi ini didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat 

di London, Inggris (Szczecina & Winnicki, 2015). CDP merupakan inisiatif yang mendorong 

perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan informasi tentang strategi emisi karbon dan 

perubahan iklim mereka (Szczecina & Winnicki, 2015). CDP mengumpulkan dan menganalisis 

informasi tersebut untuk memberi investor dan pemangku kepentingan lainnya wawasan 

tentang kinerja dan risiko lingkungan perusahaan (Huang et al., 2023). Basis data CDP 

mencakup informasi dari ribuan perusahaan di seluruh dunia, dan para peneliti telah 

menggunakan data ini untuk mempelajari dampak pengungkapan informasi karbon pada 

kendala pembiayaan perusahaan, serta untuk mengidentifikasi profil strategis perusahaan 

pengelola sumber daya air terkait perubahan iklim (Moura et al., 2022). Penelitian lain telah 

meneliti hubungan antara skor CDP dan budaya nasional perusahaan Global 500 (Oktay et al., 

2021), dan mengeksplorasi keputusan strategis para pemimpin bisnis untuk meningkatkan 

peringkat kinerja dalam laporan CDP (Upadhyay, 2022). Secara keseluruhan, CDP memainkan 

peran penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas seputar kinerja lingkungan 
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perusahaan dan strategi perubahan iklim. Selain CDP, salah satu instrumen terbaru yang bisa 

digunakan untuk mendukung pengungkapan karbon adalah produk terbitan IASB yang 

bernama IFRS S2. 

IFRS S2: Climate-related disclosure sebagai produk baru yang dikeluarkan oleh IASB 

merupakan paket lengkap yang komprehensif dalam rangka mengharuskan entitas untuk 

mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim. IFRS S2 bertujuan adalah 

untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan umum, secara 

spesifik mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan, dalam 

membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas (IFRS, 2023). IFRS S2 

sendiri akan mewajibkan perusahaan untuk melakukan penilaian peluang dan risiko terkait 

perubahan iklim yang memengaruhi prospek dari entitas perusahaan itu sendiri, terutama terkait 

keuangan (financial) dari perusahaan. Perusahaan akan mengkaji ulang dan menganalisis 

strategi operasionalnya agar sesuai dengan standar-standar pada IFRS terkait penanggulangan 

perubahan iklim demi mencapai keberlanjutan. Empat elemen menjadi inti dari pengungkapan 

keberlanjutan pada IFRS S2 yaitu governance, strategy, risk management, dan metrics & 

targets (IFRS, 2023). 

Beberapa tahun sebelum terbitnya IFRS S2, setidaknya carbon disclosures sudah 

dilakukan oleh tiga negara yaitu Tiongkok, Amerika Serikat dan Inggris (Cai, 2022). Cai 

meneliti perbedaan pengungkapan karbon yang dilakukan antara Tiongkok dan Amerika 

Serikat dengan menganalisis perbedaan pengungkapan informasi karbon yang dilakukan 

perusahaan Shell di kedua negara tersebut Tiongkok sedang dalam tahap awal pembangunan 

pasar karbon dan pengungkapan karbonkarbon. Pemerintah Cina relatif ketat tentang 

pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, mengharuskan perusahaan pencemar untuk 

mengungkapkan informasi, dan untuk perusahaan yang melebihi standar, persyaratan 

pengungkapan informasi bahkan lebih ketat. Amerika Serikat memiliki persyaratan 

pengungkapan wajib untuk informasi akuntansi lingkungan dalam laporan keuangan 

perusahaan publik sejak tahun 1973, dan disempurnakan lebih lanjut pada tahun 1993, 

mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi akuntansi masing-masing atas 

environmental costs, environmental compensation, dan environmental liabilities. Inggris telah 

membentuk sistem pengungkapan informasi karbon yang dimana Inggris telah menciptakan 

kompetisi dan penghargaan nasional untuk mendorong pengungkapan sukarela informasi 

akuntansi lingkungan berkualitas tinggi, sehingga memberikan insentif bagi perusahaan untuk 

secara sukarela mengungkapkan informasi akuntansi lingkungan berkualitas tinggi.  

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

literature review. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau biasa disebut sebagai paradigma 

interpretif dan konstruktif di mana realitas sosial dipandang sebagai suatu hal yang holistik, 

kompleks, dan penuh makna sehingga tidak menekankan pada generalisasi. Sementara itu, 

tinjauan literatur adalah evaluasi karya penelitian yang sudah ada pada topik, tema, atau subjek 

akademik tertentu untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan penelitian masa depan 

(Chigbu et al., 2023). Metode ini adalah studi yang menganalisis dan mensintesis literatur-

literatur yang ada dengan mengidentifikasi, meringkas, dan mengevaluasi karya-karya tersebut 

secara kritis. Tinjauan literatur dirancang untuk memberikan ikhtisar sumber yang dieksplorasi 

saat meneliti topik tertentu dan untuk menunjukkan bagaimana penelitian tersebut cocok 

dengan bidang studi yang lebih luas (USC, 2023). Data-data yang digunakan pada penelitian 

ini bersumber dari seluruh literatur terdahulu mengenai carbon disclosure. Selanjutnya, kami 

melakukan thematic analysis pada data dengan melakukan coding untuk informasi-informasi 
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yang penting dan relevan serta melakukan kategorisasi kode untuk kemudian diulas dan 

dianalisis secara mendalam untuk menemukan kesimpulan baru, peluang serta tantangan 

pengungkapan karbon di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan coding yang telah kami lakukan, literatur mengenai carbon disclosure 

terbagi dalam dua tema utama, yakni hubungan carbon disclosure dan emisi karbon, serta 

kebijakan carbon disclusure. Tema mengenai kebijakan carbon disclusure memuat sejarah 

perkembangan, penerapan di Indonesia, best practice internasional, serta dampak kebijakan. 

Indonesia sendiri merupakan negara penghasil emisi karbon terbesar ke-6 di dunia, dengan 

emisi karbon sekitar 15-20 juta ton per hari. Menurut Nursulistyo, et al. (2022), perubahan iklim 

menjadi perhatian dunia, dan pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon. Protokol Kyoto 

merupakan bagian dari konferensi skala internasional yang diadakan di Kyoto, Jepang, dan 

menyiratkan bahwa perusahaan harus mengakui, mengukur, mencatat, dan mengungkapkan 

emisi karbon. Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto pada 28 Juni 2004, dan pemerintah terus 

berupaya untuk mengurangi emisi karbon dengan memberikan berbagai kebijakan. Pemerintah 

Indonesia juga menandatangani Perjanjian Paris tahun 2015 dengan 196 negara di dunia sebagai 

bentuk komitmen dan kontribusi negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

memulihkan kerusakan alam. Namun, pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan di 

Indonesia masih bersifat sukarela, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban aktivitas 

perusahaan terhadap perubahan iklim. Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari 

pelaporan keberlanjutan, dan dasar penyusunan pengungkapan karbon di Indonesia adalah 

standar Global Reporting Initiative (GRI) 305 (2016) tentang emisi. 

Beberapa penelitian dilakukan mengenai emisi karbon di Indonesia. Sari (2022) 

mengungkapkan bahwa indikator ekonomi makro seperti broad money, foreign direct 

investment, manufaktur dengan added value, serta perdagangan internasional berkontribusi 

terhadap peningkatan emisi CO2 di Indonesia. Analisis jangka panjang menemukan bahwa 

manufaktur dan perdagangan internasional memiliki efek positif pada pembentukan emisi CO2, 

sedangkan foreign direct investment memiliki efek signifikan namun negatif. Dalam jangka 

pendek, hanya variabel manufaktur dan perdagangan internasional yang secara signifikan 

mempengaruhi pembentukan emisi CO2 di Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Sasana & 

Putri (2018) mengemukakan meningkatnya konsumsi energi dan emisi karbondioksida menjadi 

masalah dunia, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami industrialisasi menjadi 

negara maju seperti Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsumsi energi fosil 

dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap emisi karbon dioksida di Indonesia. 

Sedangkan variabel konsumsi energi terbarukan berpengaruh negatif terhadap tingkat emisi 

karbondioksida yang dihasilkan. Sasana & Putri menekankan perlunya kebijakan yang 

mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 

fosil untuk mengurangi emisi karbondioksida di Indonesia. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Fattah et al., (2021) menemukan adanya hubungan 

kausalitas dua arah antara konsumsi energi dan emisi karbon dioksida di Indonesia, dan 

kausalitas searah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon dioksida. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon dioksida 

di Indonesia, dan kebijakan yang mempromosikan penggunaan sumber daya energi yang efisien 

dan praktik ramah lingkungan dapat berperan dalam mencapai tujuan ini. Penelitian tersebut 

juga menyoroti pentingnya menganalisis kausalitas antara variabel ekonomi dan emisi karbon 

dioksida untuk mengembangkan kebijakan yang efektif bagi pembangunan ekonomi 

berkelanjutan di Indonesia. 
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Selain analisis mendalam atas kondisi emisi karbon di Indonesia, beberapa literatur 

penelitian juga mengungkapkan hal-hal yang mendorong dan menghambat pengungkapan 

karbon di Indonesia. Berbagai penelitian mengungkapkan manfaat strategis bagi perusahaan 

yang melakukan carbon disclosure. Nazwa & Fitri (2022) menyatakan bahwa pengungkapan 

emisi karbon, kinerja lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan berkorelasi positif 

dengan nilai bisnis. Perusahaan dengan pengungkapan yang lebih luas pada emisi karbon, 

kinerja lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai perusahaan yang lebih 

tinggi. Nazwa & Fitri juga menyatakan bahwa pengungkapan karbon memungkinkan investor, 

pembuat kebijakan, dan publik untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini 

memberi mereka informasi tentang praktik lingkungan perusahaan, memungkinkan mereka 

untuk mendukung atau berinvestasi di perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan. 

Kristari & Teruna (2022) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pengungkapan emisi 

karbon dan kinerja keuangan, serta antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja 

keuangan pada industri manufaktur di Indonesia. Perusahaan yang mengungkapkan emisi 

karbonnya dan terlibat dalam inisiatif CSR dianggap positif oleh pemangku kepentingan, yang 

dapat menghasilkan peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan reputasi, dan penghematan 

biaya. Kristari & Teruna, (2022) juga menyatakan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk 

mengatur pengungkapan emisi karbon dan memberi insentif inisiatif CSR telah menyebabkan 

peningkatan praktik berkelanjutan di sektor manufaktur. Houten & Wedari (2023) menyatakan 

bahwa kinerja perusahaan terkait karbon dan lingkungan dinilai oleh investor dalam 

pengambilan keputusan investasi yang mempengaruhi nilai pasar. Nursulistyo et al., (2022) 

menyatakan bahwa pengungkapan karbon memberikan transparansi tentang emisi karbon 

perusahaan dan dampak lingkungan. Dengan mengungkapkan emisi karbon mereka, 

perusahaan bertanggung jawab atas kinerja lingkungan mereka.   

Carbon Disclosure Project (CDP) sendiri mengungkapkan setidaknya ada tiga manfaat 

yang diperoleh perusahaan yang melakukan carbon disclosure yaitu: (1) melindungi dan 

memperbaiki reputasi, dimana dengan mengungkapkan data lingkungan terutama karbon, 

perusahaan dapat membangun kepercayaan melalui transparansi dan menanggapi kekhawatiran 

lingkungan yang meningkat di antara para pemangku kepentingan sehingga dapat membantu 

meningkatkan reputasi mereka dan menarik pelanggan yang memprioritaskan keberlanjutan; 

(2) menilai dan memahami risiko, dimana pengungkapan karbon dapat membantu perusahaan 

mengidentifikasi dan memahami risiko lingkungan mereka, khususnya dalam rantai pasokan 

mereka sehingga dapat membantu memacu tindakan secara internal dan menghasilkan skor 

yang lebih baik; dan (3) mendorong tindakan berbasis lingkungan, dimana pengungkapan 

adalah langkah pertama yang penting untuk mendorong tindakan lingkungan dan dengan 

mengungkapkan karbon, perusahaan dapat melacak kemajuan mereka dalam membangun 

ekonomi yang benar-benar berkelanjutan untuk manusia dan planet. 

Sehubungan dengan kesiapan Indonesia dalam memberlakukan kebijakan carbon 

disclosure, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan 

regulator dan kebijakan terkait pengungkapan karbon. Pada tahun 2021, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Presiden No. 98 tentang implementasi penetapan harga karbon untuk 

mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 (UNFCCC, 2022). Peraturan tersebut bertujuan 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan mekanisme penetapan harga 

karbon, yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jejak karbon mereka. dan 

berinvestasi dalam sumber energi terbarukan. Dalam hal pengungkapan karbon, sebuah studi 

pada tahun 2018 meneliti konten dan faktor penentu praktik pengungkapan emisi gas rumah 

kaca di perusahaan Indonesia. Studi ini menemukan bahwa jumlah perusahaan yang 

mengungkapkan emisi gas rumah kacanya meningkat, namun tingkat pengungkapannya masih 

rendah (Faisal et al., 2018). Penelitian lain di tahun 2019 meneliti hubungan antara ukuran 
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perusahaan, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan emisi karbon (CED) di Indonesia. Studi 

ini menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar dan perusahaan dengan struktur tata kelola 

perusahaan yang lebih baik lebih mungkin mengungkapkan emisi karbon mereka (Nasih et al., 

2019). Indonesia juga telah menetapkan target untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca 

sebesar 29% hingga 41% dibandingkan bisnis pada umumnya, untuk tahun 2030 (Baker & 

McKenzie, 2022). Untuk mencapai target tersebut, perusahaan dapat melaporkan data 

lingkungannya melalui Carbon Disclosure Project (CDP), sebuah organisasi nirlaba sistem 

pengungkapan global yang beroperasi di sekitar 90 negara. Kuesioner tahunan CDP membantu 

organisasi mengungkapkan data lingkungan mengenai emisi gas rumah kaca mereka, 

menciptakan ekonomi rendah karbon, mengevaluasi risiko perubahan iklim, melindungi 

sumber daya alam, dampak hutan, penggunaan sumber daya air, dan kesadaran perusahaan 

secara keseluruhan (Greenly Institute, 2022).   

Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk menelaah korelasi antara pemerintahan 

dengan pengungkapan karbon. Pinheiro, de Albuquerque Ribeiro, et al., (2021) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi 

tentang emisi karbon di negara-negara dengan partisipasi pemerintah yang lebih besar dalam 

ekonomi dan di mana hukum lebih ditegakkan, dan kebebasan ekonomi mempengaruhi 

pengungkapan karbon oleh perusahaan, dan hasilnya memberikan kontribusi penting bagi 

pembuat kebijakan dan manajer. Bai et al., (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

perusahaan di Guangdong dapat mengubah format pengungkapan setiap tahun dan lebih 

cenderung menunjukkan upaya mereka untuk menanggapi kebijakan pemerintah terkait 

pengungkapan karbon, sementara perusahaan di Hong Kong dan Makau mengikuti standar 

pengungkapan yang tetap dan lebih memilih untuk menunjukkan bagaimana mereka bekerja 

sama atau kooperatif dengan standar pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Xuanmi, 

(2015) mengkaji pengaruh koneksi politik dan intervensi pemerintah terhadap pengungkapan 

informasi karbon dan pengaruh yang berbeda pada perusahaan milik negara dan perusahaan 

non-BUMN di barat dan menemukan bahwa koneksi politik dan intervensi pemerintah justru 

berdampak negatif terhadap pengungkapan informasi karbon perusahaan non-BUMN. 

Penelitian yang dilakukan oleh He et al., (2021) pada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang 

terdaftar di provinsi dan kota percontohan rendah karbon menemukan bahwa peraturan 

pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan informasi 

karbon. Selain itu penelitian lain di Tiongkok oleh (Tang et al., 2022) menemukan bahwa 

tekanan kelembagaan eksternal, yaitu peraturan lingkungan dan budaya, memiliki dampak 

positif yang signifikan terhadap pengungkapan informasi karbon perusahaan, dan pengaruh 

rekan perusahaan memiliki efek mediasi tertentu antara tekanan kelembagaan eksternal dan 

pengungkapan informasi karbon. 

Australia merupakan salah satu negara pelopor dalam penerapan mandatory carbon 

disclosure (Mia et al., 2021). Pada pertengahan tahun 2007, Australia merilis The National 

Greenhouse and Energy Reporting Act (the NGER Act). The NGER Act mensyaratkan 

perusahaan yang melebihi tertentu ambang batas emisi dan penggunaan energi untuk 

melaporkan emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi mulai tahun anggaran 2008-2009. 

Perusahaan diharuskan untuk mengklasifikasikan emisi mereka di bawah salah satu dari tiga 

scope, yakni mencakup emisi langsung GRK, emisi GRK tidak langsung dari listrik, dan emisi 

GRK tidak langsung lainnya (Borghei et al., 2016). Sejak peresmian The NGER Act ini, telah 

terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesadaran publik tentang perubahan iklim dan 

karbon (Bae Choi et al., 2013). Australia juga terus memperbarui aturan mengenai perubahan 

iklim dan berkomitmen dalam penurunan emisi GRK dan memperkenalkan emission trading 

scheme melalui the Clean Energy Act (CEA) yang diresmikan tahun 2011 (Australian 

Government, 2011). 
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Inggris juga memperkenalkan the Companies Act 2006 (Strategic Report and Directors’ 

Report) Regulations 2013 yang mewajibkan seluruh “listed companies” untuk mengungkapkan 

emisi GRK langsung dan tidak langsung mereka dalam laporan tahunan (Downar et al., 2021). 

Listed companies yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebur merupakan perusahaan yang 

terdaftar sebagai perusahaan berbadan hukum Inggris, saham ekuitasnya terdaftar di London 

Stock Exchange, bursa di EU, the New York Stock Exchange, or Nasdaq Pasar Utama London 

Stock Exchange (Great Britain. Department for Environment, 2010). Hukum ini berlaku sejak 

tahun fiskal yang berakhir pada atau setelah tanggal 30 September 2013. Dalam mandat ini, 

tidak ditentukan metode khusus untuk menghitung Emisi GRK, tetapi hanya disebutkan bahwa 

dapat menggunakan metode yang kuat dan dapat diterima dan merekomendasikan penggunaan 

standar independen yang diakui secara luas (DEFR, 2013). Penelitian juga mengungkapkan 

bahwa kuantitas dan kualitas pengungkapan karbon di Inggris meningkat secara signifikan 

setelah diperkenalkanny The European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) (Yang & 

Liu, 2013).  

Negara lain seperti Afrika Selatan juga menerapkan mandatory carbon disclosure untuk 

perusahaan publik yang bertransaksi melalui Johannesburg Stock Exchange (JSE). JSE 

menuntut agar semua perusahaan yang terdaftar secara ekstensif melaporkan kegiatan 

lingkungan, ekonomi dan sosial mereka dalam laporan tahunan mereka, termasuk 

pengungkapan emisi karbon (Nyahuna & Doorasamy, 2023). Afrika Selatan merupakan negara 

penghasil batu bara yang murah dan berlimpah yang menyebabkan negara banyak bergantuk 

pada industri padat energi dan emisi yang menjadikan Afrika Selatan salah satu sebagai negara 

dengan emisi GRK tertinggi di dunia dan tertinggi di Afrika (Neville et al., 2017). Afrika 

Selatan juga lambat dalam bertransisi ke sumber energi rendah karbon dan energi terbarukan 

lainnya. Mandatory disclosure ini merupakan upaya yang dilakukan Afrika Selatan untuk 

mengurangi emisi karbon. 

Saat ini, United States Securities and Exchange Commission (US SEC) atau Komisi 

Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat juga sedang megusulkan aturan yang mewajibkan 

perusahaan publik di Amerika Serikat untuk mengungkapkan setiap tahun bagaimana bisnis 

mereka menilai, mengukur, dan mengelola risiko terkait iklim. Pengungkapan emisi GRK 

termasuk yang diatur dalam usulan kebijakan tersebut. Atas emisi dari listrik, uap, panas, atau 

pendingin yang dibeli atau diperoleh dari operasi yang dimiliki atau dikendalikan langsung oleh 

perusahaan, masing-masing, perlu diungkapkan secara terpisah pada disagregasi dan dasar 

agregat. Pengungkapan ini akan diwajibkan secara bruto dan relatif terhadap intensitas 

(misalnya, ton karbon dioksida per dolar pendapatan) (Deloitte, 2022). Selain dari operasi 

langsung  emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan hulu dan hilir tidak langsung juga harus 

diungkapkan (Hadziosmanovic et al., 2022). Meskipun sudah diusulkan sejak tahun 2022, 

usulan kebijakan ini masih belum dilegalisasi karena masih menuai pro kontra dari pelaku 

bisnis. Beberapa pemimpin bisnis menyambut kebijakan ini dan menganggap sebagai elemen 

transparansi dan yang lainnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan terlalu memberatkan 

(Worland & Brussels, 2023).  

Selain itu, hukum di Uni Eropa mewajibkan semua perusahaan besar dan semua 

perusahaan publik (kecuali perusahaan mikro publik) untuk mengungkapkan informasi tentang 

apa yang mereka lihat sebagai risiko dan peluang yang timbul dari masalah sosial dan 

lingkungan, dan dampak aktivitas mereka terhadap manusia dan lingkungan (European Union, 

2023). The European Parliament and Council saat ini sedang mempertimbangkan untuk 

mengadopsi usulan peraturan CRCF yang disampaikan pada akhir November 2022 (Molyneux 

et al., 2023). Proposal tersebut berisi aturan untuk memantau, melaporkan, dan memverifikasi 

keaslian penghilangan karbon (carbon removal) yang terjadi di dalam EU/EEA sebagai bentuk 

usaha menuju karbon netral. Namun, standar pengungkapan karbon yang diajukan oleh the 
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European Union (EU), US SEC, juga menghadapi tantangan dari para akademisi (Glenk, 2023). 

Perhitungan emisi GRK dinilai dihitung berkali-kali oleh perusahaan yang berbeda, sehingga 

informasi yang dilaporkan seringkali bias, tidak lengkap, tidak dapat dibandingkan, tidak 

transparan, dan tidak akurat (Bajic et al., 2021; Bingler et al., 2022; Klaaßen & Stoll, 2021). 

Salah satu hal krusial yang menjadi peluang utama penerapan carbon disclosure di 

Indonesia adalah karena segala bentuk pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih 

dilakukan secara sukarela (voluntary), yaitu berupa tindakan perusahaan yang bersedia 

memberikan informasi tentang emisi karbon, penggunaan energi, dan inisiatif terkait perubahan 

iklim mereka melebihi yang diwajibkan secara hukum dan menunjukkan komitmen perusahaan 

terhadap transparansi dan keberlanjutan (Simamora et al., 2022). Melalui Peraturan OJK No. 

51/2017, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik seluruh emiten termasuk 

lembaga keuangan diwajibkan untuk menerbitkan sustainability reporting secara bertahap 

mulai periode pelaporan tahun 2019 (Farhana & Adelina, 2019). Namun, aturan ini tidak 

mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya. Voluntary carbon disclosure 

ini menghasilkan beberapa concern yang menjadi perhatian perlunya kebijakan carbon 

disclosure secara eksplisit bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Simamora 

mengungkapkan bahwa sifat pengungkapan karbon yang masih sukarela tersebut juga 

menyebabkan tingkat pengungkapan karbon masih rendah karena menandakan bahwa tingkat 

kesadaran mengenai isu emisi karbon di antara entitas bisnis perusahaan masih terbatas. 

Meskipun tingkat pengungkapan emisi karbon di Indonesia rendah, justru disini lah ada 

peluanguntuk perbaikan. Pemerintah bisa memulai dengan mendorong lebih banyak 

perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan emisi karbon mereka dan terlibat dalam 

inisiatif CSR demi meningkatkan reputasi dan kinerja keuangan mereka. Pemerintah juga bisa 

mencoba memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon mereka 

dan terlibat dalam praktik berkelanjutan. Pemerintah melalui lembaga-lembaga tertentu juga 

bisa mulai mengedukasi perusahaan tentang manfaat pengungkapan karbon (Houten & Wedari, 

2023; Kristari & Teruna, 2022; Simamora et al., 2022). Apapun bentuk langkah pemerintah 

yang diambil untuk mendorong pengunkapan karbon, ini jelas menjadi pelung pertama dan 

utama bagi pemerintah untuk ‘memaksa’ perusahaan untuk melakukan pelaporan atau 

pengungkapan karbon sesuai dengan standar yang telah ada.  

Peluang lainnya terkait pengungkapan karbon oleh perusahaan-perusahaan indonesia 

adalah adanya tendensi dari investor untuk memberikan insentif atau valuasi lebih kepada 

perusahaan yang melakukan pengungkapan keberlanjutan, terutama karbon (Houten & Wedari, 

2023). Investor di masa kini sangat mempertimbangkan apakah sebuah perusahaan ramah 

lingkungan, sebelum memutuskan untuk melakukan investasi atau mendanai perusahaan, 

dengan kata lain pengungkapan keberlanjutan menjadi semacam brand atau nilai tambah 

sebuah perusahaan di mata investor. Pengungkapan karbon itu sendiri mungkin tidak 

berdampak signifikan pada nilai pasar perusahaan namun perusahaan yang menunjukkan 

kinerja karbon dan lingkungan yang lebih baik lebih mungkin untuk menarik perhatian investor 

dan secara tidak langsung meningkatkan nilai pasar mereka (Firmansyah, 2021; Noor & 

Ginting, 2022). Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa investor di Indonesia 

mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan lingkungan saat mengevaluasi perusahaan untuk 

berinvestasi. Penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memprioritaskan dan 

meningkatkan kinerja karbon dan lingkungan mereka melalui pengungkapan karbon agar 

selaras dengan ekspektasi investor dan meningkatkan nilai pasar mereka. Dengan menerapkan 

praktik berkelanjutan dan mengungkapkan upaya mereka, perusahaan dapat menarik investor, 

meningkatkan reputasinya, dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan 

(Houten & Wedari, 2023; Nazwa & Fitri, 2022) 
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Selain diapresiasi dan divaluasi lebih oleh investor, para stakeholder juga 

mempersepsikan positif perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon mereka. 

Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya dan terlibat dalam inisiatif CSR dianggap 

positif oleh pemangku kepentingan (stakeholders), yang dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan, reputasi, dan penghematan biaya (Kristari & Teruna, 2022). Dari segi loyalitas, 

pelanggan lebih cenderung mendukung dan tetap setia kepada perusahaan yang menunjukkan 

tanggung jawab lingkungan dan terlibat dalam praktik tanggung jawab sosial. Dari segi 

reputasi, pengungkapan karbon akan membangun reputasi positif bagi perusahaan karena 

pemangku kepentingan memandang perusahaan yang transparan tentang emisi karbonnya dan 

secara aktif terlibat dalam CSR sebagai perusahaan yang lebih dapat dipercaya dan bertanggung 

jawab secara sosial. Komponen lainnya terkait peningkatan kepercayaan pelanggan adalah dari 

segi cost saving dan kinerja keuangan. Kristari & Teruna mengungkapkan lebih jauh bahwa 

menerapkan strategi pengurangan emisi karbon (melalui pengungkapan karbon) dan terlibat 

dalam inisiatif CSR dapat menghasilkan penghematan biaya bagi perusahaan. Penerapan 

praktik berkelanjutan akan memampukan perusahaan untuk mengurangi konsumsi energi, 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meminimalkan timbulan limbah, sehingga 

menghasilkan efisiensi biaya. Dari segi kinerja keuangan, penelitian yang sama juga 

menjelaskan bahwa Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya dan terlibat dalam 

inisiatif CSR cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan kinerja karbon dan 

kinerja lingkungan berkorelasi positif dengan nilai bisnis. Cost saving dan peningkatan kinerja 

keuangan ini yang kemudian dipandang positif baik oleh investor maupun stakeholders. 

(Kristari & Teruna, 2022) 

Selain beberapa peluang bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan carbon 

disclosure, wacana ini juga masih disertai dengan beberapa tantangan.  Zemin (2015) 

mengungkapkan salah satu tantangan utama adalah kurangnya standarisasi dalam praktik 

pengungkapan karbon. Perusahaan menggunakan metodologi dan metrik yang berbeda untuk 

mengukur dan melaporkan emisi karbon mereka, sehingga sulit untuk membandingkan dan 

mengukur kinerja mereka. Kurangnya standardisasi ini juga menyulitkan investor dan 

pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi yang 

diungkapkan. Tantangan lain adalah biaya dan kompleksitas pengukuran dan pelaporan emisi 

karbon. Perusahaan perlu berinvestasi dalam perangkat lunak, peralatan, dan personel khusus 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk pengungkapan karbon. Ini 

bisa menjadi beban yang signifikan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin 

tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan sistem penghitungan karbon yang kuat. Selain 

itu, kompleksitas penghitungan karbon dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakkonsistenan 

dalam data yang dilaporkan, yang semakin merusak kredibilitas pengungkapan karbon. 

Tantangan ketiga adalah potensi greenwashing, di mana perusahaan melebih-lebihkan kinerja 

lingkungannya atau terlibat dalam praktik penipuan lainnya untuk menciptakan citra positif. 

Hal ini bisa sangat bermasalah jika tidak ada praktik pengungkapan karbon standar, karena 

mungkin sulit bagi pemangku kepentingan untuk membedakan antara upaya nyata untuk 

mengurangi emisi karbon dan taktik pemasaran belaka. Terakhir, ada tantangan dalam 

memastikan bahwa pengungkapan karbon mengarah pada tindakan yang berarti untuk 

mengurangi emisi. Meskipun pengungkapan dapat meningkatkan kesadaran dan menciptakan 

insentif bagi perusahaan untuk mengurangi jejak karbonnya, hal itu tidak menjamin bahwa 

mereka akan mengambil tindakan. Perusahaan mungkin menghadapi persaingan prioritas dan 

mungkin tidak melihat pengurangan emisi karbon sebagai prioritas. Selain itu, mungkin ada 

kekurangan peraturan atau insentif pasar untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi 

mereka.  
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Pendekatan kultural juga sangat dibutuhkan dalam mendorong pengungkapan karbon. 

Budaya nasional dapat mempengaruhi kecenderungan pengungkapan karbon perusahaan. Studi 

yang dilakukan oleh Luo & Tang, (2016) tersebut menemukan bahwa budaya memengaruhi 

respons manajemen terhadap tantangan perubahan iklim, sebagaimana diwujudkan dalam 

partisipasi sukarela perusahaan dalam pengungkapan karbon. Studi ini menunjukkan bahwa 

budaya nasional dapat berperan dalam membentuk sikap dan perilaku manajer perusahaan 

terhadap pengungkapan karbon. Studi yang ini juga menemukan bahwa perusahaan di negara-

negara dengan tingkat peraturan lingkungan dan tekanan sosial yang lebih tinggi cenderung 

mengungkapkan informasi karbon. 

. 

PENUTUP 

Simpulan 

Pengungkapan emisi karbon memainkan peran penting dalam mempromosikan 

transparansi dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan emisi karbon dan dampak lingkungan. 

Pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap 

perubahan iklim dan keberlanjutan. Dengan kebijakan pengungkapan karbon, setiap entitas 

menjadi bertanggung jawab dan transparan atas emisi GRK yang dihasilkan. Bagi perusahaan 

sendiri, pengungkapan emisi karbon juga memberikan banyak dampak positif seperti 

meningkatkan nilai bisnis dan meningkatkan reputasi perusahaan. Pengungkapan emisi karbon 

dapat mendorong tindakan berbasis lingkungan. Melalui pengungkapan emisi karbon, investor, 

pembuat kebijakan, dan publik dapat membuat keputusan berdasarkan informasi, sehingga 

setiap pilihan dan regulasi yang dirumuskan dapat sesuai dengan tujuan keberlanjutan.  

Indonesia sendiri berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon dengan meratifikasi 

Protokol Kyoto dan menandatangani Paris Agreement, serta menerapkan mekanisme penetapan 

harga karbon yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jejak karbon melalui PP No. 

98 Tahun 2021. Namun, sampai saat ini Indonesia belum mengatur regulasi yang mewajibkan 

pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan berkelanjutan di Indonesia masih dilakukan secara 

sukarela (voluntary). Pengungkapan emisi karbon yang bersifat sukarela ini menyebabkan 

tingkat pengungkapan karbon masih rendah karena menandakan bahwa tingkat kesadaran 

mengenai isu emisi karbon di antara entitas bisnis perusahaan masih terbatas. Negara-negara 

lain seperti Australia, Inggris, dan Afrika Selatan sudah mewajibkan pengungkapan emisi 

karbon (mandatory carbon disclosure) pada entitas-entitas tertentu, terutama pada perusahaan 

publik. Begitu pula dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang juga sudah menyusun proposal 

kebijakan yang mewajibkan pengungkapan emisi karbon. Terbukti, dengan setelah kebijakan 

tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesadaran publik tentang perubahan iklim 

dan karbon di negara-negara yang sudah menerapkan mandatory carbon disclosure.  

Hal ini tentunya menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memperbarui regulasi yang 

mewajibkan perusahaan untuk dapat mengungkapkan emisi karbon yang dikeluarkan. Dengan 

adanya perubahan regulasi, diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

pelaku usaha akan emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatannya. Perubahan perilaku 

diharapkan dapat mendorong masyarakan dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan yang 

mengurangi jejak karbon yang dihasilkan, dan semakin mendorong Indonesia menuju mencapai 

netralitas karbon. Selain adanya peluang, terdapat pula tantangan dalam penerapan carbon 

disclosure di Indonesia. Meskipun pengungkapan dapat meningkatkan kesadaran dan 

menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi jejak karbonnya, hal itu tidak 

menjamin bahwa mereka akan mengambil tindakan yang mengurangi emisi. Perusahaan 

mungkin menghadapi persaingan prioritas dan mungkin tidak melihat pengurangan emisi 

karbon sebagai prioritas. Untuk itu, juga diperlukan insentif maupun negative enforcement 
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untuk mendorong perusahaan mau mengungkapkan emisi, serta mengambil tindakan untuk 

mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari proses bisnisnya.  

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literatur review, dengan 

mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu, dan penerapan best practices berbagai 

negara. Terdapat limitasi dalam melakukan eksplorasi dengan metode literatur review yakni 

hanya dapat menggunakan dokumen publik sebagai data penelitian. Selain itu, terdapat 

kemungkinan adanya subyektifitas dalam pemilihan literatur dan negara pembanding. Ruang-

ruang dan keterbatasan yang hadir pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi improvement 

untuk penelitian serupa di masa depan.  

Saran 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan wawancara atau forum group 

discussion untuk menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Penelitian ini juga 

mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi yang spesifik 

mengenai pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan-perusahaan yang berada dalam 

pengawasannya seperti perusahaan listed dan perusahaan keuangan. Selain itu, regulasi dapat 

diperkuat dengan dengan insentif dan negative enforcement yang dapat diterapkan pemerintah 

untuk mendorong pengungkapan karbon di Indonesia. 
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